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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN DAERAffKOTA PALEMBANG 

NOMOR 1 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENERIMAAN SUMBANGAN PJBAK KETIGA KEPADA 
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 

DENGAN RAH.MAT TlfHAN Y ANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa· gtw.a memenuili keteniurul Pa.o;al 157 huruf a angka 3 dan angka 4 
U11dang-1Jndang Nomor 32 Tahun 2004 teotang Pemerintahan Dacrah, bahW{I 
basil pcngclolaan kekayaau Daemb yang dlpisahkAn drui lain-lain pendapatan 
asli daenih (PAD) yang sah, perlu diatur dan dltetapkan dengao Peramran 
Daerah; 

b. bahwa. sehubungan dengan huruf a,_ untuk menampung keinginan Pi.bak Kcrig!I 
sebagai wujud pyala keikutsertaan masyarnlcat dalam ,nenunjang suksesnya 
pembangunan Kota Pnlembang, perJu meniojau clan mempetbaharui Pcrarurao 
Daerah Kolamadya D?t rah Tingkat U Pillcmbang Nomor 15 Tahun 1996 
ten.tang Pcnerimann Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kepada Pemerintah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, guna disesllllikan dcngan peraturao 
pernn<Ulng-undangan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbnngan sebagnimana dimaksud huruf a dan 
huruf b, per!u memb..--ntuk Peraturan Daerab Kota Palembang re.qinng 
Penerirnaan Swnbangan Pihak Ketiga kepada Pemecintah Kotn Palembang. 

I. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tcntang Pembeoluk1m Daerab 
Trngkat I.I. dan Kotapraja di Sumatera Se latao (Lembaraa Negara RI 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambalian Lembaran Negara RI Nomor 1 &21 );· 

2. Undang•Oodang Nomor 17 Talmo 2003 teoumg Keuangnn Negara (l..embaran 
Negani RI Tnhun 2003, Nemer 47, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 ten.tang Perbendahanan Negara 
(Lemba.am Neg;ua RI Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan Lanbarnn Negara RI 
Nomor4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Talmn 2004 tcntang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI TaJ1un 2004 Nomor 53, Tambaban 
Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

5. Uruiang-Umlang Norn.or 32 Tahun 2004 tentnng Pemerintahan Daerah. 
(Lcmbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambaban Lem.baran Negara 
RI Nomor 44-37) sebagaimana telab diubah beberapa kali terakh.ir dengnn 
Undang,Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubalum Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahllil Dae.rah (Lembnran Negara Rl 
Tahun 2008 Nomor 59, 1:ambaban Lembamn Negara RI Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbaoga11 Kcuangrui 
antara Pemerintah Pusat dan Pemcri11tahan Daerah (Lerobaran Negara RI 
Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara .RI 
Nomor 4438); · · 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bar.mg Milik 
Negaro/Daerah ~m~ Negara R1 Tahun 2006 Nomor 20, Tambnhnn 
Lembnran Negarc1 ru Nomor 4609); 
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8. Peraiuran Perneriimd:1 Numur 58 T11lum 2005 tentang Pengelolaan KeWlll&an 
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 NoDior 140, Tambahan Le-ml.wan 
Negara ru Nomor 4 578); 

9. Pcmrurn.o l>emerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pe,ngelolaan Bar.mg Milik 
Negara/Daer-ah (Lcmbaran Negara Rf Talllln 2006 Nomor 20, Tainbahnn 
Lcmbarnn Negara RI Nomor 4609); 

I 0. Pemturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tcntan_g Pembagian Urusan 
Pemerintahan Amara Pemerintah, Perneri rrtitli:in Daerah Pro\wi clan.. 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara R1 Tahun 2007 
Nomor 82, Tambaban Lcm.baranNcgnra RJNomor4737)~ 

I J. Keputusan Pr.esiden RI Nomor 49 Tah\111 2001 tentang Sis\em lnformasi 
Mlinlljemen Barang Daerah ; 

12_. Kcputusan Presiden RT Nomor 12 Tahun 2003 tcntmg .Pctloman Penilaian 
BarangDaerah; 

13. Pem1umn Mentcri Dalnm Negeri Nomo.r 13 Tahun. 2006 teatang Pcdoman 
Peagelolllllll Keuangan Daerdb, sebag,umana telah diubah dengl!JI Pcraturan 
Mcnteri Dalam Ncgcri Nomor 59 Tnbun 2007 ; 

14. Pernturan Menceri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 leutan& Pedoman 
Teknis Peagelolaan Barang MilikOacmb ; _ 

1.5. Peraturan Daetah Kota Palembang Nomor 2 Tahun !2Q07 tenl.lng Pokok­
Pokok Pengelolaan J<,euangan Dacrah (Lcmbarao Daerah Kota J>alembnng 
Tahun 2007 Nomor 2); 

16. J>eraturaa Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 lcntaog Umsan 
Pemerunahan Kota Palembang (Lembaran Uaerah Kota Palembang Tahun 
2008 Noinor 6); 

17. Peraturan DaerahKota Palembang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Barang Mil ik Daerah.(lembamn Daerah Xota Palembang Tahun 2008 
Nomor7) 

18. Peratu.ran Daerah Koto Pnkmbang Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pembe.ntukan, Susunan Organ.isa:si dan Tata Kerja Sekrelariat Dacrah Kota 
Palembang, Sckrc1ru:ia1 Dewan· Perwakilan Ral..-yar Daerah Kota Palembang 
dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Dacrah Kota Palembang Tahun 2008 
Nomor S); 

19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 tahun 2008 1cntang Pembcntukan, 
Susunao Orgnnisasi don Tata Kerja Dinas Dacrah Kota Palembang {Lembaran 
Daerah Kata.Palembang Tahun 2008 Nomor 9). 

Ocngan Persetujuan Deniama 

DEW AN PERW AKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

d.an 

WALIKO'IAPALEMDANG 

MEJ\.t:UTIJSKA.lli : 

PERATURAN DAER.AH TENT ANG PENERIMAAN SUl'tfBANGAN PIHAK 
KETIGA KEPADA PEMERINTAil KOTA PALEMBANG. 

BAB{ 

KETENTOAN UMOM 

Pas11I I 

Oalam Peraruran Daerah ini yang dilllllksud dengan : 

I. Daerl)h adnlah Kota Palembang. 
2. Pemerimah Kota adalab Pemerintah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah Waliko1a Palembang. 
4. Sekretaris Daerah adalnh Sekretaris Daerah Kola Palembang. 
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5. Badan ad.al ab sua1u bcn1u.k. b11uau usalrn yan.g me.Ii puti pcrscroan 
terbatas. perseroan komnnditer, perseroan lainnya, badan usaha millk Negara 
at.au daerah dengan narna dan bcotu.k apapun, persekuluJJn, perlrumpulan, 
firma, kongsi , kopernsi , yayasan atau or-ganisa.si yang scjco.is, 
lembaga, d~na pensiun, bentuk usaba tcta·p serta badan u5llhn lninnyo:. 

6. Kas Umwn Dae rah adolob. K.ns. lJmum Oaerah Kata Palembang. 
7, Aoggarnn Pendapatnn dan D:e.lanja Dacrah adalab Anggaran Pcndapmon dan 

Belanja Daerah Kata Palembang. 
8. Surnbangan Pibok Ketiga Kepada Pcmerinlah yang selaojutnya discbut 

sumbangan adalah pemberian dari pihak kcLig'!I kepadit PcmerinlJJ.b K.ota dalam 
bentu.k uang maupun dalam bentuk barang baik barang liergerak maupµn barang 
tidak l);ergerok. 

9. Pihak Ktitiga adalab setiap orang oiau hadan yang melokukan kegialai:i dan/atau 
berusaha di dalam maupun di luar Kota Palembang dapat memberikan 
sumbangan berupa uang atau yang disnmokan dengan uang maupun barang· 
bomng b11ik bergerak atnu tidak bergrnik dalam oentuk J)<)mbcrirui rurilbangan, 
hadiah,. wakar, hi ooh clan lain,-Ja.in yang serupa dengan itu. 

I 0. Dolll!Si adalah sumbang!111 piba!- ketiga yang tidak mengikal. 
I I. Bnrang hergerak· adalah barang berwujud yang bcrnjud ynng menurut sifat dan 

hukumnya dapat bcrgcmk atau dapaLdipindahkan ketempal lain ; 
12. Bamng tidak bergerak adalali Barang yang bcl'.l.ljud yang_ menunlt slfnt ru.au 

lrukumnya tidak. dapat bcrgerak atau tidak dapat dipindnhkan ketempat lain; 

BABU 

KETENTUANSUMBANGAN 

Pasal 2 

Subjek sumbangan adalah Orang pribad.i/badan yang memberiknn sumbangan secara 
sukareJa_ 

Pasal.3 

( 1) Onerah clapat menerima sumbangan dari pihak kctiga. 

(2) Siunbangan sebagaimana dimaksud pacla ayal (1), dapat berupa hadiah, hlbah, 
wakaf dan lain-lain sumbang<!O yang sah yang djbcrikan oleh pihak ketiga. 

PasaJ 4 

Pemberi~ sumbangan olch pibak kctiga tidak mengumngi kewajiban pihak ketiga 
kepada Negara dan Pemerintah Kata. baik kewajiban mrnJbay-M pajak, rctribusi 
maupun kewajiban lainnya mt'nurut kctenll!an pcraturan pcnmdang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal 5 

(l) Semua basil pcncrimaan swnbangnn sebagaimana dimaksud dal11ID Pasal 3 
ayat (I), yaog berbenl'Uk uang disetorkan ke Kas Umuro Dacrdh. 

(2) .H11sil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, baik yang bergerak 
maupun yang t.idak bergcrak djtcrima oleh Sekretaris Daernb selaku Pengelola 
Barang :mis nama Wnli~ota c!engan Berita Ac.am S.rni.h Terima. 

(3) l-lasil poncrlmBlln sumbangon baik dalam hentuk uang maupun barang mcnjadi 
milik/kekayaan Pemerintah Kola. 

(4) Pengelolaan barang se~gairoana dimaksud pada aya! (2), dilakukan oleh 
Sekretaris Daerah sclaku Pcngclola Barang clan dalam pelaksanaan 
pengclolaannya bcr1anggungjawab kepada Walikota. 



BABlli 

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN J>ENERTMAAN 
SF.RTA BESARNYA SUMDANGAN 

Ragian Pertamo 
Tata Cara Pelaksonaan Pemberiao dao l'enerim.ailn Sumbangan 

Pasal 6 
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(\) Plhak Ketiga yaog.aknn memberikan sumbangan berkew·.ijiban i;ebagai bcrilrut: 

a Untuk barang-hamng hergemk penyerahannya <lilakukan sccara tcrtulis 
clalam bentuk ~'Ur.ii pernyataau l:ebcndak secara sepihak diara.~ kertas 
bcauatcrai culrup; dan 

b. un\uk barang-barang 1itlak bergerak, pcnyarupaiannya diiakukan secam 
1ertulis dcngan Akta Notaris. 

(2) Barnng yang diserahkan sebagµ.imana dimwud pada ayat (l), dicantumknn 
di;nganjelas bahwa Pibilk Kc1iga adalah pemilik sah dnn tidak ~ibebani dcngan 
bak pcnanggungan. 

(3) Sumbangan l'ihnk Ketiga berupa wmg dan/at.au barang dalam surat pcnycrahon 
d.:ogan.rinci Ul!J:1 jclas : 

a. Uang 1erdiri dari mata uang, jumlob n.ilai nominal uang. nama/daftar nama 
pcnyuml)nng lengkap dengan alamat dan pekerjaannya; 

b. barang_ bergcrak tcrd.i.ri d.ari jcnis macrun, bcntuk, jumloh saruru;i, serta·segala 
sesuaru yang melekar menjadi satu dengan barmg 1ersebu1 ililcugk:api dcngan 
bu.kti hak perolehan, dan idenlilas penyumbang; 

c. sumbangan scbagaimane d.imaksud pada ny111 (.3) huruf a. harus memlllll 
keteg8$Dn lipakah akan diberikan sekaligus ateu s..--cara benahap dan 
dijelnskan dengan cara bag_aimaoa sumbangnn diserah terimaklin. 

Dagian Kedua 
Be.samya Sumbang11n 

Passi 7 

(1) Besarnya sumbangan yang akan dibcrikao oleb Pihak Ketiga didasarkan atas 
k\.-rel~ yang bcrsangkutan. 

(2) lksamya sumbangan ~bagnimalia d.imaksud pada ayal (\), cliC8Jltumkan kc 
da}nm Anggaran Pendapallln dan Bclaaja l.)acrah sesuo.i dengan ketentuan 
peraturan pcrundaog-undangon yang bcrleku.. 

(3) S-emua sumba:ngan yan!). bersumher dnri Pihak Ketiga ilipergunakao scpcnulmya 
ur,nuk kepentingan Pembangunan Dacral!. 

(4) Pelaksannan 'Penerimaan sumbangan yang diberikan.Plhak Kctiga dalam bentuk 
Barang clan/at.au Uang bcrapapun besaran jumlnhnya. harus di ketah.ui Dewan 
Pcrwak.ilan•Rakyar Daerah Kati! Palembang. 

(S) Pell!ksanean sumbangan Pihak Xetiga dalam be·ntuk donasi dilaporkan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat .Dae.rah Koto Polem!)nng !;Ctiap 6 ( enam) bulan sekaJi 

Pasal 8 

Sumbangan l'ihak Kctiga dalaru bcntuk donesi sebagaiman:idimaksud dalam:Pasal 7 
a~al (5), pelak.sruinannya ilkan dilindaklanjuti dengan Perjanjian Hjbah. 



\VILA Y AB PENEIUMAAN SUMBANGAN 

Penerimaan sumbangan dspal dilaksanakan dalam Daerah dan diluar Daerah. 

BAB V 

KETENTOAN PERALJBAN 

Pasa110 

s 

Segala bentuk sumbangan yang dipei:Qleh .Pemerintah Kofa sebelwn 
diundnngkannya Perm;uran Daerah ini tetap milik. Pomerintah Kota. 

BAB Vl 

PENUTUP 

r asal 11 

Dengan herlakunya P.;raturan Daerah ini, maka Pcraturan Daerah Kouunadya 
Daerah Tingkat U Palembang Nomor 15 Tnhun 1996 tentang Penerimaan 
Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah TiJlgkat n 
Palembang (Lembaran Dacrah Kotamadya Daerah 1'ingkat 11 Palembang tah~ 
1997 Nomor G SERr O Nomor 5), dicabut dan dinyatakan lidak: berlaku. 

fasal 12 

Hal-ha! yang bersil'iu .tcknis bclurn cukup diarur dalam Peraturan Daerab ini, 
diletnpkan oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya scsuai dcngan 
ketentuan peraturJ.O perundang-undangan yang bcrlaku. 

Pau l 13 

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanwJ diunclangkao. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerin1abkan pengundangan l'eraturan Daerah 
ini dengan pe.nempatmmya dalarn Lembaran Dacral1 Kota Palembang. 

~------
0~~1 MM 

LEMBARAll OAEAAH KOTA PALEMSANG 
TAHUH 2011 NOUOR ::t ~fi f. 

Ditetapkandi Palembang 
pada lallggal 8 Fcbruari 20 I I 

WALIKOTA PALEMBANG, 

. EDDY SAN'IANAPUTRA 


